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Mengingat
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PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 /POJK.04/2016
TENTANG
AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah investor Pasar
Modal Indonesia dan memanfaatkan potensi Pasar Modal
Indonesia serta mengoptimalkan fungsi pemasaran dari
Perantara Pedagang Efek, perlu menetapkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Perantara Pedagang
Efek;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN
PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1.

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan
kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri
atau Pihak lain.

Agen Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang
mereferensikan calon nasabah kepada Perantara Pedagang
Efek untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek
dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerja sama.
Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
adalah 1zin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil
Perantara Pedagang Efek.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Pelaku Usaha Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan.

Gerai adalah sarana kegiatan Agen Perantara Pedagang
Efek yang tidak bersifat permanen, dengan jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan pada 1 (satu) tempat yang sama.
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BAB 11
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN AGEN PERANTARA
PEDAGANG EFEK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Agen Perantara Pedagang Efek

Pasal 2
Agen Perantara Pedagang Efek terdiri atas Agen Perantara
Pedagang Efek kelembagaan dan Agen Perantara Pedagang

Efek orang perseorangan.

Pasal 3

(1) Pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang
Efek kelembagaan wajib terlebih dahulu terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.

(2) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh
Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan badan

hukum.

Pasal 4

(1) Kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang
perseorangan dilakukan oleh orang perseorangan yang
memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek
Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek
Pemasaran Terbatas.

(2) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil
Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang

perseorangan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan
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permohonan  pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan.

Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil
Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang
perseorangan, apabila tidak bekerja pada Perusahaan

Efek dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 5

Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat melakukan
kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk
menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dan kegiatan
lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatan
penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi
nasabah Perantara Pedagang Efek di kantor pusat,
kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau
Gerai.

Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat
melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah

untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek.

Pasal 6

Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang

melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek wajib

memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan

paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek

Pemasaran Terbatas.
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Bagian Kedua

Persyaratan Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan

Pasal 7

Dalam rangka memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai

Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan, Pelaku Usaha

Jasa Keuangan wajib:

a. memiliki pegawai yang melakukan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek di setiap kantor pusat, kantor
lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen
Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek;

b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek untuk setiap kantor pusat,
kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau
Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan
kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan

c. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Pasal 8

Pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang

Efek dan/atau pejabat penanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, wajib:

a. memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa
Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara
Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; dan

b. mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan untuk bertindak
sebagai pegawai yang melakukan Agen Perantara
Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab

kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek.

Pasal 9
Sistem pengendalian internal yang memadai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib dituangkan secara

tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:
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pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat
menghindari timbulnya benturan kepentingan;

prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek; dan

upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki

penyimpangan yang terjadi.

BAB 1

TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

(1)

SERTA BATAS WAKTU

Bagian Kesatu

Pendaftaran Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan

Pasal 10

Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara

Pedagang Efek kelembagaan diajukan oleh pemohon

dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan format surat permohonan

pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek

kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.

Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara

Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen

sebagai berikut:

a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh
instansi yang berwenang dan perubahan anggaran
dasar terakhir;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
fotokopi izin usaha;

d. data kantor pusat yang memuat alamat kantor dan
penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang
melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;

e. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan

informasi pejabat penanggung jawab Agen Perantara
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Pedagang Efek, meliputi:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah
ditandatangani;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor
yang masih berlaku;

3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing bagi warga negara asing;

4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait
pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat
penanggung jawab kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek di kantor pusat; dan

5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas
Jasa Keuangan paling rendah berupa izin
sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek
Pemasaran  Terbatas atas nama yang
bersangkutan;

dokumen pegawai yang melakukan kegiatan Agen

Perantara Pedagang Efek yang meliputi:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah
ditandatangani;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor
yang masih berlaku;

3. fotokopi I1zin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing bagi warga negara asing;

4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait
pengangkatan atau penempatan pegawai yang
melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang
Efek di kantor pusat; dan

5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas
Jasa Keuangan paling rendah berupa izin
sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek
Pemasaran  Terbatas atas nama yang
bersangkutan;

diagram struktur organisasi yang menunjukkan

garis pertanggungjawaban dari masing-masing

fungsi kepada penanggung jawab atau anggota

Direksi  yang bertanggung jawab  terhadap
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pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek
beserta uraian tugasnya;

h. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek; dan

i. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke
depan yang paling sedikit mencakup informasi
sebagai berikut:
1. target jenis calon nasabah (pangsa pasar); dan

2. target jumlah calon nasabah.

Pasal 11

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data

dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Dokumen Elektronik, Proses Pendaftaran, dan Batas Waktu

Pasal 12
Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 wajib pula disiapkan dalam
format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan menggunakan media digital cakram
padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan alamat

pendaftaranappe@ojk.go.id.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan
sistem elektronik, permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan melalui
sistem elektronik dimaksud.

Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan
permohonan pendaftaran melalui sistem elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Jasa
Keuangan wajib menyimpan dokumen cetak permohonan
pendaftaran sebagaimana yang telah disampaikan

melalui sistem elektronik.
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Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta
dokumen cetak permohonan pendaftaran kepada Pelaku
Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) apabila diperlukan.

Pasal 13
Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai
Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Otoritas Jasa Keuangan melakukan
penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.
Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Agen
Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 tidak memenuhi syarat, paling lambat 45
(empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan,
Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan
bahwa:
a. permohonan belum memenuhi persyaratan
kelengkapan dokumen; atau
b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan.
Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari
setelah tanggal surat pemberitahuan.
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah
membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Agen
Perantara Pedagang Efek.
Otoritas Jasa Keuangan memberikan Surat Tanda
Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kepada
pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat
45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima

secara lengkap dan memenuhi syarat.


http://www.peraturan.go.id

2016, No.127

(1)

-10-

Pasal 14
Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib
melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:
a. memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas
Jasa Keuangan; atau
b. berakhirnya kontrak kerja sama kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek.
Dalam hal Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan
tidak melaksanakan kegiatan Agen Perantara Pedagang
Efek dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Surat Tanda Terdaftar Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan menjadi tidak

berlaku.

BAB IV
KONTRAK KERJA SAMA

Pasal 15

Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek wajib didasarkan

pada kontrak kerja sama antara Perantara Pedagang Efek

dengan Agen Perantara Pedagang Efek.

Pasal 16

Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

identitas pihak yang terlibat dalam kontrak;

hak dan kewajiban para pihak;

komisi yang diterima Agen Perantara Pedagang Efek dan
biaya yang menjadi beban Agen Perantara Pedagang
Efek;

jangka waktu kontrak;

penunjukan lembaga peradilan atau lembaga lainnya
sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan
sengketa perdata antar para Pihak; dan

ketentuan pengakhiran kontrak.
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Pasal 17

Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Perantara

Pedagang Efek, Perantara Pedagang Efek wajib:

a.

memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan
Agen Perantara Pedagang Efek;

bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama antara
Perantara Pedagang Efek dan Agen Perantara Pedagang
Efek;

bertanggung jawab atas perilaku Agen Perantara
Pedagang Efek orang perseorangan;

meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan
proses uji tuntas terhadap calon Agen Perantara
Pedagang Efek;

memastikan Agen Perantara Pedagang Efek
kelembagaan memiliki pejabat yang bertanggung jawab
atas kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;
bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen
Perantara Pedagang Efek yang termasuk dalam cakupan
layanan Agen Perantara Pedagang Efek sesuai dengan
yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama; dan
memantau dan mengawasi kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek secara langsung, baik secara berkala

maupun insidentil.

Pasal 18

Agen Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan
laporan setiap dimulainya dan/atau berakhirnya
kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek
kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan dimulainya kontrak kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen
kontrak kerja sama dan dokumen kelayakan uji tuntas
dengan Perantara Pedagang Efek.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
efektif dimulainya kerja sama dan/atau berakhirnya

kerja sama.
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BAB V

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PEGAWAI AGEN

PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 19

Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib

memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pejabat

penanggung jawab atas kegiatan Agen Perantara

Pedagang Efek kelembagaan.

Pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara

Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib mempunyai pengalaman dalam

kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling sedikit sebagai

berikut:

a. memastikan proses kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai
dengan:

1. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan
Perantara Pedagang Efek;

2. prosedur operasi standar Agen Perantara
Pedagang Efek kelembagaan; dan

3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan
pihak lain dalam rangka melaksanakan
kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di
Gerai;

b. memastikan dokumen atas proses kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah lengkap; dan

c. memastikan proses kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang
Efek kelembagaan dilarang merangkap bekerja pada

perusahaan lain.

Pasal 20

(1) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan
yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang
Efek dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain.

(2) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang terdaftar
pada lebih dari 1 (satu) lokasi Agen Perantara Pedagang
Efek kelembagaan.

(3) Perangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

berlaku untuk Gerai.

Pasal 21
Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh pegawai yang
melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek
dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan dimaksud tidak dapat
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan sampai dengan
terdapat pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan
Agen Perantara Pedagang Efek yang memiliki izin paling
rendah sebagai Wakil Agen Perantara Pedagang Efek

Pemasaran Terbatas.
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BAB VI
KANTOR LAIN SELAIN KANTOR PUSAT, LOKASI LAIN, DAN
GERAI AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Bagian Kesatu
Kantor Lain Selain Kantor Pusat dan Lokasi Lain Agen

Perantara Pedagang Efek Kelembagaan

Pasal 22

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang
melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di
kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain wajib
melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah dimulainya kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek dimaksud.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan sesuai dengan format laporan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek kelembagaan di kantor lain selain
kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disertai dokumen sebagai berikut:

a. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Perantara
Pedagang Efek kelembagaan di kantor lain selain
kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah
ditandatangani;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor
yang masih berlaku;

3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
bagi warga negara asing;

4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait
pengangkatan atau penunjukan sebagai pejabat
penanggung jawab kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat

dan/atau lokasi lain; dan
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5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas
Jasa Keuangan paling rendah berupa izin
sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek
Pemasaran  Terbatas atas nama yang
bersangkutan;

dokumen pegawai Agen Perantara Pedagang Efek yang

melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di

kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain

yang meliputi:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah
ditandatangani;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor
yang masih berlaku;

3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
bagi warga negara asing;

4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait
pengangkatan atau penunjukan sebagai pegawai
Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan
kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor
lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan

5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas
Jasa Keuangan paling rendah berupa izin
sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek
Pemasaran  Terbatas atas nama yang
bersangkutan;

surat keterangan domisili kantor lain selain kantor

pusat dan/atau lokasi lain dari pengelola gedung atau

instansi berwenang; dan

daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi

lain beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya

serta daftar pegawai Agen Perantara Pedagang Efek
yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang

Efek, sesuai dengan format daftar kantor lain selain

kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Perantara

Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
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ini.

Pasal 23
Dokumen laporan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di
kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3)
wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media
digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan

alamat pendaftaranappe@ojk.go.id.

Bagian Kedua

Gerai Agen Perantara Pedagang Efek

Pasal 24
(1) Agen Perantara Pedagang Efek dapat membuka Gerai
melalui kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di Gerai wajib
dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin dari
Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai

Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN AGEN PERANTARA
PEDAGANG EFEK

Bagian Kesatu

Kewajiban Agen Perantara Pedagang Efek

Pasal 25
Bagi Agen Perantara Pedagang Efek:
a. kelembagaan wajib:

1. bertanggung jawab atas segala tindakan yang
berkaitan dengan  kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek yang dilakukan oleh pegawali
dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan

Agen Perantara Pedagang Efek tersebut;
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2. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan
para pegawainya yang melakukan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek untuk menjamin
dipatuhinya semua sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal; dan

3. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai
dengan kontrak kerja sama;

b. orang perseorangan wajib:

1. Dbertanggung jawab atas segala tindakan yang
berkaitan dengan kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek; dan

2. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai
dengan kontrak kerja sama dengan Perantara

Pedagang Efek.

Bagian Kedua

Larangan Agen Perantara Pedagang Efek

Pasal 26
Bagi Agen Perantara Pedagang Efek:
a. kelembagaan dilarang:
1. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan
transaksi nasabah;
2. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi
komisi dengan nasabah;
3. memberikan penjelasan yang tidak benar dan
ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar
Modal;
memastikan dan menjanjikan hasil investasi;
menyarankan untuk melakukan transaksi;
6. membuat pernyataan yang negatif terhadap Perantara
Pedagang Efek tertentu;
7. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada

calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan;
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8. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasababh;
dan

9. bertindak sebagai Agen Perantara Pedagang Efek
terhadap lebih dari 1 (satu) Perantara Pedagang Efek;

orang perseorangan dilarang:

1. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan
transaksi nasabah;

2. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi
komisi dengan nasabah;

3. memberikan penjelasan yang tidak benar dan
ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar
Modal;
memastikan dan menjanjikan hasil investasi;
menyarankan untuk melakukan transaksi;
membuat pernyataan yang negatif terhadap Perantara
Pedagang Efek tertentu;

7. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada
calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan;
menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah;
bertindak sebagai Agen Perantara Pedagang Efek
terhadap lebih dari 1 (satu) Perantara Pedagang Efek;
dan

10. bekerja pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB VI
PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan bagi Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan

Pasal 27

Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib melaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat:

1.

perubahan alamat kantor pusat, kantor lain selain kantor
pusat dan/atau lokasi lain;
perubahan pejabat penanggung jawab dan pegawai yang

melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;
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dan/atau
penutupan kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi

lain,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa

dimaksud.

(1)

Bagian Kedua

Laporan bagi Perantara Pedagang Efek

Pasal 28
Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan setiap penambahan dan
pemutusan kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang
Efek.
Laporan setiap penambahan dan pemutusan kerjasama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerjasama
tersebut.
Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan perkembangan
penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek
kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format
laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen
Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni,
September, dan Desember paling lambat setiap hari kerja

ke-15 (kelima belas) setelah akhir bulan laporan.

Pasal 29

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem

laporan elektronik Agen Perantara Pedagang Efek, laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat disampaikan


http://www.peraturan.go.id

2016, No.127

-20-

melalui sistem elektronik dimaksud.

BAB IX
BERAKHIRNYA KEGIATAN AGEN PERANTARA
PEDAGANG EFEK

Bagian Kesatu
Pencabutan atau Pembatalan Surat Tanda Terdaftar sebagai

Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan

Pasal 30

Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek

kelembagaan dapat dicabut atau dibatalkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut:

a. Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang
Efek kelembagaan dikembalikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan;

b. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor Pasar Modal;

c. lzin usaha pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara
Pedagang Efek kelembagaan dicabut oleh Otoritas Jasa
Keuangan; dan

d. Badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai

Agen Perantara Pedagang Efek pailit atau bubar.

Bagian Kedua
Berakhirnya Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek

Orang Perseorangan

Pasal 31

Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan
berakhir dengan sendirinya apabila Izin orang perseorangan
dari Otoritas Jasa Keuangan berupa izin sebagai Wakil
Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil
Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yang dimiliki
sudah tidak berlaku.
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BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 32

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu;
C pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e pencabutan izin usaha;
f pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf
g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 33

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan

tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
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Pasal 34
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 kepada masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai
Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil
Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas dapat
melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek

orang perseorangan.

Pasal 36

Kontrak kerja sama antara Pihak dengan Perantara Pedagang
Efek dalam rangka melakukan kegiatan penawaran kepada
calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang
Efek yang masih berlaku dan sudah ada sebelum berlakunya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

a. disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini; dan
b. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan,
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini diundangkan.

BAB XIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY


http://www.peraturan.go.id

2016, No.127

-24-

TAMDPTRAT

PLEIATLIEA N EXITILLTAS JARS
KLTTANCGAN

MOMEN 2 SPOMK O3S0 16

TENTAN

AGELN  PERANTARA  FREDAGANG

AN BN


http://www.peraturan.go.id

5. 2016, No.127

PLEEMOGLIOMNAN PLEKIDARTALIAN
BlelA AL AL D PRRANTALS PRLAGANG REBK [CLEMEEALIA AN

MNomor Fmesemst et e 4 e LI PO
Famy A § coviiion dii et T s fde
Tradhial - Pernuvzhonan Pendaftacaon

Pobagal Aecn Poladilaza

[Haliperng BElck lelembaginrn
lepada

¥th. Kepala Kkselnfif
Pepginaers o Mokl
Oforitas Jasa keuangan
di Jultarta
Baya yaug bertands tangan di baswaly o
| Medrone

2. Alamat Pt AL AP T8 e AP A 121 T PGP A Bt

[mama jalan dan nomeor
P I [ |
[Bartian alenn kande: s

4. Nomer Telepoi

denggan o uotuk dan alas st

1. Meaird Porvsabeaan

2, Alaweal Peruwsalios E rne v e Ty £ b TS 8 B bR TS 18 R
(mama jalan dan nomor)
weavan™ O ZEZE]
ikota dan kode pos)
4. Nomor telepon
Porusaliaan

4. MNomor Polools Wajilh Pajals


http://www.peraturan.go.id

2016, No.127 26

2. Laam Llsedie v zoag dinnitiki

rrner gz b pecmed s pendalian schigan Awven Penndar:g Tedoagang Flek
kelembagasan.,  Sebagal  bahan  pertimbangan dan nntik melengkapi

permeohonan, hersama ini leami lampickean doltumen sebagai beriloat,

1o kel mkila pendican wang tclah disablaan cleln bestansi vaong

berwenang, serta perubahan anggaran dasar terakhie
S Totodkeenn oo Podenk Wil TPajalk Rada;
4. fotokopl izin usalis;

A, dala kamilor possl vang wemiusl sdaanal kaailor dagn persaiggoaigisoaabnry e
serfa daftar pegawal yvang melalnmkan kegiatan Agen Peranfara Pedagang

Lifels;

G tlokwnen wong terkal deogen e, dalis, dane inlaeooaast o sl

penangeiing jawab Agen Perantara Pedagang ek vang meliputi:

g, daftar civayat hidap terbari vang telaly ditandatangani,

o Rataaleespnd Banrton Tl Troreluduk siain paaspaan vaony aosrsile Taerlalod;

2, [olokopd Lan Mempelkerjalan Teiaga Kerjs Asing, bagl wargs Tiegaan
s1miT1E;

d. fotokopl surat lkepuimsan  irelssi terlait  pengangkatan  atan

pelempalanl  sebagal  pejabal  penangeuilg Jjawal keglalian Agell

Poaaniara Trwlapang Flck e kamito pruxat; dan

e, fotolwopl izin croang perseoranganl darl Moritas Jasa Kenangan
Kouangsany  peling  rowdalr Dorups e scbagad Waldl DPoraol:us
FPedagang Isfek Pemasaran ‘'erbatas atas nama vang bersanglaotan,

T, dolwmen pegawal vaulg melaloalean begiaten Agen Persntarn Pedagang

Fifol wang melipati:

a. daftar eiwayat hidup terbarm yang telah ditandatangani,

1. Teatealsenpd Bamia Tamwla Tevdoduk alan paspen vange Tuasihe Tenlalon;

ern [otaleepnd Tein WMenpeloenjolan Toersga Toerjn Asing, Tuagi sy ez
aminig;

. Rolnkepd  =omal kepiitnsan Trrekst fevleadl penpangleatann qlan

penempatan pegawal yoang melakulean  kegiatan Agen Peraatsus

Pedapranie EBlek di kKanitor pusal; dan


http://www.peraturan.go.id

7. 2016, No.127

e folokopd idn orang persecraiigall ool Oloritas Jass Kevsmgan paling
rendah  bhermpa izin sebagal Waldl Perantara  Pedagang ek

Pemasaran l'erbatas atas naaa vadug bersangloatan,
7o elingrim slrukilie LRI LLINES VI tes gL leken Y
pertanggungjawaban dari masing-masing fangsi  kepada penanggung

Jawels alan aneecla divelos yang berlangenng jawals lerliadap pelalosatiagm

kepiatan Agen Perantara Pedapgang Kfek heserta nralan higasnya,

H. prosedur operasi standar pelalksanasn kegiatan  Agen  Femasaran

Fileles ali1n

G, proveksi rencana operasi kegiatan Agen Perantara Podagang Kfck paling
singkal. | (sain] labmne ke depan vang paling sedikil memcakop mlinrnas

sebagail Dorikt:
a,  target jenis calon nasabah (pangsa pasar); dan
1. aveest jurnilate ealom reesalealin

emikian permchonan ind kami ajulkan, atas perbhatian Bapak/ b lkkami

weanpkan lerdine kasilt

(lesrnpant dlenn Langpal)

1
meterai i
1
1

([t Jelas dan s tangan)

Telasrangan:

Y pilisak winig berwensn mewakili Agenn Persnnara Llek Keleinluagaan alau

lasanya


http://www.peraturan.go.id

2016, No.127 o8-

LAPOGEAN KDGIATAN AGEN PEREANTARA PEDAGANG ERERK KEELEMBAGAAN
[ EANTOIE LATH STLATN WANTOR PTUISAT DANSATATT LOTCART LAIN

Lt pivadl

H i -

I'erihal Laporan Keplaia Apen
[erpsicann ok 13 Randon e
Helain Kantor Pusat [anfAtan

T.aokersi Tarin

Kepada

yth, kepala klkseloatif
Petyganwas Pasar Modad
CHoritas Jasa Kenangan

diJakarta
v vy bertaoels Gangaoedi baswah e

1. NM:uus

[

FVERA TIEENE

3. Morner TolepeLd

dengan ini untuk dan atas nama*):

1. MNuzia el o L 5 5
Beerondon PPossal Do Ada
lolzasi Lain™

. Alaroanl, Fendar 5elain

kantor Pusat  anfAtan inama jalan dan nomor)
Lolrasi Lein™ AT R TR S P AR T 2 s DT

ikota dan kode pos)


http://www.peraturan.go.id

0. 2016, No.127

4. Neowuer  lelepozn leenilor
Belain Kantor Fiisat

LraanfAtan Lokasi Lain™)

1. Maza emilor Tsal 0 i rrni s e e e
2.0 Alanal Ko PUSELL i s e e s nimm s e
(ramma Jalan dam rean)
G- —COOZ
(ks dady kindes pries)
G Moanesr: leleporr Bagudde b el i diiia i s s s e s

IRAFETZIA

Tooo Momnor Tk W i Tl 0 i e e e e s

s inn s e dingilikid D e o ST Yep i e (S AR TR T S AR eV R

menvanmpaikan laparan keglatan Agoen Peorantara Podagang Eick di Kantor lain

selainl kaner pusal dangyatan lolasi ladn, Schasad Dol pertiiabedies,

bersanna 0l kamni arpivkan data dan dokooen sobagal ek

1. doluinen pejmbwl pensiwenny jewab Sgern Peraiilara Pedagange Klel
kelemnbapaan di kanlin: Taam sclain eandor pusal dangdatan Toloasi Tan yang

melipm:
g, dallar iwayal Lddop Lerbeanu yang lelah ditandalangani,
b. fotokop! kartu Tanda Pendudulk atan pasper yang masih berlalka;

. fotokopl 17in Mempekerjakan 'enagn Kerja Asing, bagi warga negars
sl

d. fotgkopl surat kepummisan irelksi torkait pengangkatan  atan
penunjulen sebagad  pejabat pensngonng jawab  keglatan Acen
Perantara Medagang Kok dl kantor lain selalin Kantor pusat danfatan

leplzasi laing dan

e Todnlepn an arang perscoorangan dart CHeondlas Josa Beuanean paling
rendah hemmipa  izin schagal  Waldl lPerantarma ledagang Bfek

Pemazaran l'erbatas atas nama vag bersangloatan;
o clukwnen pogeeent o Awsen Toranlan Poedagong BElele wiong welalolan

leegiatan Agen Perantara Pedagang Hfel di kantor lain selain kantor pusar

can e Todkasi Tain yang miclipoti:


http://www.peraturan.go.id

2016, No.127 _30-

e daflsr tiweayel bidup lerbarn yang lelad ditagadadaagsmi;

b Ltaakepd Barto Tandda Pooeladok dlao pasper sang nasih ecla kg

2. Tolokopd Tein Mempekerjakan Teiega Ketja Asing, bapl wargs nicgans
HsITIE;

d fotolopl swat  keputassay Direksi terkalt peoganglkatan atan
penutjukan sehagad pogawal Agen Perautlara Fodapang Blel vang
melaloulan keginan Apon Perantaras Pedaggang ek i kinter lain
seladnl keaditor pusal danfatau lokeest laing da

¢, Totokopd fxn orang perseorangall darl Ouenilas Jasa BEouanpan paling
rendah  berapa izin sebagal Wealdl  Perantara Pedagaog Lk
Peinasaral Terbalas alas namma vegig berssapkiulag

J. amal kelerangan domisil Kandor laan selain kandor pusal danfatao lokas
ladny dend pengelola geduilg alag mislansi berwelsng; da

1. dallar katitor Iadn selain kailor pusal daxfatau lokasi ladn bDoscra alanal
lkanter dan penanggungjawabnya serta daftar pegawal 2gen Perantara

Pedagang KRl yaue melakokan kegialann Agen Deranlaca Tedagang Elel,

Nemilkian laporan ini kamil sampaikan, atas porhatian Bapak/n lami

ucAplkan terima lgasih,

(e Jelas dan amda langan)
LoLeralgsan:
gl Piliek  vang boerwenmng meeweakili Ao Poraotae Podogong Blek
kelembagaeznl alau kuasaaya

1 wmwel yang Didak perln


http://www.peraturan.go.id

2016, No.127

-31-

(Tredmm vpime Tep skl vnmety

11111111111111111111

.........................

(TeaSiTm ep My

g

A a] VLER RSILLY | L E A
s nday jeme
|ESERUE, | URP JOWO

Hars Srietenad BIs|Iead
gy TETEM TEned

iR
Fed RN Vats] BRE 0Oy L N | Y |

(niunse, uep [t

el |, Tontop) ISEO] NEY /TRD 188
JOUTNEY UTETS TIMET

duedur] yewery LETILEEY]) BOTTLRY| BTILER

NEFFOWETIAITTIN MMAS DNVOYTHA VeIV NV NI NTVT TeW 0T

VIV NV IFSAT TOLNY NTETAS NTVT dOINYY VLAV

-ON



http://www.peraturan.go.id

-32-

2016, No.127

AWV H LMY

"l

NVDNVOTT VeV SVIRIGLOD
MMNOTSRTTCA NV MITT VNI

LTI T

e RAEe (o] TR ARG AR A ten [ T

[rrefnen mpnarn riup SEpO R

o o e ]
[pFedTne) TiEp 1)
............A-'._ﬂ.”.....u.u........................ Esvsrcrane

TP ESETL TG
TEESTITELT, TETTN g miyestp fuea
I ESC[RESSFAT FIEN]FCD 1 RIIITI[

T T T
Brmed eqesen
PICHEEY TR0

HEAR, |

[y,

Lo AT TAS

YREILLEY

(=i,

AT DIRVEVCTAA VeIV TR ATHA SO
ML LI MY Y MY DONHTTHANH WY LN H WM ] Bor O (Y

MILLILLTY]

CWTTLLG ]y

H=1T
el e ey
LY BILIE)

T



http://www.peraturan.go.id

